BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR ¢; TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa sehubungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai belum dapat menyediakan Rumah
Jabatan untuk Pimpinan dan Rumah Dinas untuk Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kepulauan Mentawai, maka kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diberikan
Tunjangan Perumahan sesuai dengan ketentuan Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga setempat yang berlaku melalui jasa konsultansi
penilaian penetapan tunjangan perumahan pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah Kabupaten Kepulauan
Mentawai;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3964);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam




Menetapkan

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWALI.

Pasal 1

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Mentawal yang belum mendapat fasilitas Rumah Jabatan atau
Rumah Dinas diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan dengan besaran untuk masing-masingnya scbagai
berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta
Rupiah);

b.  Wakil Ketua sebesar Rp. 6.410.000,- (Enam Juta Empat
Ratus Sepuluh Ribu Rupiah}); dan

c. Anggota secbesar Rp. 4.824.000,- (Empat Juta
Delapan Ratus Dua Puluh Empat
Ribu Rupiah).

Pasal 3

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung
mulai Bulan Januari 2016 yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai.




Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 1¢ Desember 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal }\J Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ULAUAN MENTAWAI

I[FD USTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR é,




